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TENTANG 
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS 

I. UMUM 

Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam 
Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan 
lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi 
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan 
masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam 
rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan 
sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat 
setempat. 
Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya 
di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan 
untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan 
dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan 
tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 
Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran. 
Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut 
dimaksudkan untuk: 
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1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia; 

2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat 
mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan 

3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan 
yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseoan yang 
bersangkutan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah 
ini diatur mengenai: 

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh 
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan 
Undang-Undang. 

2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di 
dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.  

3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan  
rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan  
anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. 

4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun 
dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  

5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat 
dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan 
kepada RUPS. 

6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak 
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh 
instansi yang berwenang. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan 
sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara 
moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap 
terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang 
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